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Abstrak : Pelanggaran netralisasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdampak menodai 

profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, karena didominasi oleh keberpihakan Pegawai 

Negeri Sipil daerah dalam Pemilu. Agar terhindar berpihaknya Pegawai Negeri Sipil 

di dunia politik maka perlu upaya yang harus dilakukan agar bisa mewujudkan 

profesionalitas Pegawai Negeri Sipil.   Pertama, bagaimana kedudukan hukum Pegawai 

Negeri Sipil Daerah berdasarkan asas netralisasi? Kedua, bagaimana sanksi yang 

dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi agar bisa 

mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil? artikel ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Intrumen penelitian adalah peneliti yang bersumber dari data 

sekunder. Penelitian hukum dan sosiologi untuk melihat bagaimana hukum 

dirumuskan, ditafsirkan, dan diterapkan di dalam masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kedudukan hukum pegawai negeri sipil berdasarkan asas 

netralisasi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Dearah berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi 

Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai 

politik. Sanksi yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar netralisasi 

agar bisa mewujudkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil adalah diberhentikan 

dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merekomenasikan agar bisa 

terwujudkanya profesionalitas Pegawai Negeri Sipil perlu Lembaga Pengawas 

Pegawai Negeri Sipil agar bisa mencegah pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil. 
 

Kata Kunci : Netralitas, Profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil. 
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Abstract : Violations of the principle of neutralization of civil servants have a 

detrimental impact on their professionalism, as they are dominated by their bias in 

elections. To prevent civil servants from taking sides in politics, efforts must be made 

to achieve professionalism. First, what is the legal standing of civil servants based on 

the principle of neutralization? Second, what sanctions are imposed on civil servants 

who violate neutrality in order to achieve professionalism? This articles employes a 

normative judicial research method, it employ a qualitative approach with a 

descriptove approach. The research instrument is the researcher who sources 

secondary data.This study examines legal and sociological research to examine how 

the law is formulated, interpreted, and applied in society. The results of this study 

indicate that the legal standing of civil servants based on the principle of neutralization 

is that civil servants, as elements of the state apparatus, implement policies established 

by the leadership of government agencies and must be free from the influence and 

intervention of all political groups and parties. The sanction imposed on civil servants 

who violate the principle of neutrality in order to achieve professionalism is 

dishonorable dismissal under Article 52 of Law Number 20 of 2023 concerning the 

State Civil Apparatus. This study recommends that, to achieve professionalism among 

civil servants, a Civil Servant Supervisory Agency is needed to prevent violations of 

civil servant neutrality. 

 

Keywords : Neutrality, Professionalism, Civil Servants. 

 

  

LATAR BELAKANG 

Hari pemilihan adalah hari yang menentukan dalam kampanye setiap 

pasangan calon Kepala Daerah. Pada hari itu akan terlihat apakah strategi-

strategi yang telah mereka rencanakan, susun dan implementasikan berhasil 

atau tidak. Apakah strategi-strategi itu mengantarkan pada kemenangan atau 

kekalahan. Akan tetapi, untuk pasangan calon Kepala Daerah sendiri prosesnya 

belum berakhir di hari menentukan itu. Karena si pemenang pilkada selanjutnya 

harus membuktikan kekuatan kepemimpinannya dan merealisasikan janji-

janjinya yang dilontarkan dalam kampanye. Sebaliknya pasangan calon Kepala 

Daerah yang kalah harus belajar dari kesalahan mereka karena kekalahan itu 

berarti bahwa program-program, kandidat dan starategi mereka tidak 

meyakinkan pemilih. Salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Pilkada kali 

ini adalah keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan Pegawai Negeri 
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Sipil daerah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses 

Pilkada.1 Bukan merupakan rahasia lagi jika ada oknum PNS daerah yang 

mendukung salah satu calon Pasangan dalam Pilkada. Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil 

Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Serentak.2  l  l 

Menurut  lUndang-Undang  lNomor  l20  ltahun  l2023  ltentang  lASN  lbahwa  

lAparatur  lSipil  lNegara  lyang  lselanjutnya  ldisingkat  lASN  ladalah  lprofesi  lbagi  

lpegawai  lnegeri  lsipil  ldan  lpegawai  lpemerintah  ldengan  lperjanjian  lkerja  lyang  

lbekerja  lpada  linstansi  lpemerintah.  lPegawai  lAparatur  lSipil  lNegara  lyang  

lselanjutnya  ldisebut  lPegawai  lASN  ladalah  lpegawai  lnegeri  lsipil  ldan  lpegawai  

lpemerintah  ldengan  lperjanjian  lkerja  lyang  ldiangkat  loleh  lpejabat  lpembina  

lkepegawaian  ldan  ldiserahi  ltugas  ldalam  lsuatu  ljabatan  lpemerintahan  latau  

ldiserahi  ltugas  lnegara  llainnya  ldan  ldigaji  lberdasarkan  lperaturan  lperundang-

undangan.  l  lPegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lselanjutnya  ldisingkat  lPNS  ladalah  lwarga  

lnegara  lIndonesia  lyang  lmemenuhi  lsyarat  ltertentu,  ldiangkat  lsebagai  lPegawai  

lASN  lsecara  ltetap  loleh  lpejabat  lpembina  lkepegawaian  luntuk  lmenduduki  ljabatan  

lpemerintahan.  l 

Pegawai  lNegeri  lSipil  l(PNS)  lterdiri  ldari: 

a. Pegawai  lNegeri  lSipil  lPusat 

1) Pegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lgajinya  ldibebankan  lpada  lAnggaran  

lPendapatan  ldan  lBelanja  lNegara  l(APBN)  ldan  lbekerja  lpada  

lDepartemen,  lLembaga  lNon  lDepartemen,  lKesekretariatan  lLembaga  

ltertinggi/Tinggi  lNegara,  ldan  lkepaniteraan  lpengadilan. 

 
1 https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-

dalam_19.html, diakses tanggal 30 Oktober 2017. 
2

  lIbid 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html
https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html
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2) Pegawai  lNegeri  lSipil  lPusat  lyang  lbekerja  lpada  lperusahaan  ljawatan. 

3) Pegawai  lNegeri  lSipil  lPusat  lyang  ldiperbantukan  latau  ldipekerjakan  lpada  

ldaerah  lotonom. 

4) Pegawai  lNegeri  lSipil  lPusat  lyang  lberdasarkan  lsuatu  lperaturan  

lperundang-undangan  ldiperbantukan  latau  ldipekerjakan  lpada  lbadan  llain,  

lseperti  lperusahaan  lumum,  lyayasan,  ldan  llain-lain. 

5) Pegawai  lNegeri  lSipil  lPusat  lyang  lmenyelenggarakan  ltugas  lnegara  llain,  

lseperti  lhakim  lpada  lpengadilan  lnegeri,  lpengadilan  ltinggi,  ldan  llain-lain.3 

b. Pegawai  lNegeri  lSipil  lDaerah 

Pegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lbekerja  ldi  ldaerah  lotonom  lseperti  ldaerah  

lprovinsi/kabupaten/kota  ldan  lgajinya  ldibebankan  lpada  lAnggaran  lPendapatan  

ldan  lBelanja  lDaerah  l(APBD)  ldan  ldipekerjakan  lpada  lpemerintah  ldaerah  

lmaupun  ldipekerjakan  ldi  lluar  linstansi  linduknya.4 

PNS  lpunya  lhak  ldan  lkewajiban,  lyang  lketentuanya  ldiatur  ldalam  lPasal  l21  

lUndang-Undang  lNo.  l20  lTahun  l2023  ltentang  l  lAparatur  lSipil  lNegara.  lHak  lPNS  

lberhak  lmemperoleh  l:  l 

a. Gaji,  ltunjangan,  ldan  lfasilitas;  l 

b. Cuti;  l 

c. Jaminan  lpensiun  ldan  ljaminan  lhari  ltua;  l 

d. Perlindungan;  ldan  l 

e. Pengembangan  lkompetensi. 

Berdasarkan  lPasal  l24  lUndang-Undang  lNo.  l20  lTahun  l2023  ltentang  lAparatur  

lSipil  lNegara  lPegawai  lASN  lwajib  l:  l 

a. Setia  ldan  ltaat  lpada  lPancasila,  lUndang-Undang  lDasar  lNegara  lRepublik  

lIndonesia  lTahun  l1945,  lNegara  lKesatuan  lRepublik  lIndonesia,  ldan  

lpemerintah  lyang  lsah;  l 

 
3

  lhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri,  ldiakses  ltanggal  l2  lOktober  l2017 
4

  lIbid  l 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri
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b. Menjaga  lpersatuan  ldan  lkesatuan  lbangsa;  l 

c. Melaksanakan  lkebijakan  lyang  ldirumuskan  lpejabat  lpemerintah  lyang  

lberwenang;  l 

d. Menaati  lketentuan  lperaturan  lperundang-undangan;  l 

e. Melaksanakan  ltugas  lkedinasan  ldengan  lpenuh  lpengabdian,  lkejujuran,  

lkesadaran,  ldan  ltanggung  ljawab;  l 

f. Menunjukkan  lintegritas  ldan  lketeladanan  ldalam  lsikap,  lperilaku,  lucapan  

ldan  ltindakan  lkepada  lsetiap  lorang,  lbaik  ldi  ldalam  lmaupun  ldi  lluar  

lkedinasan;  l 

g. Menyimpan  lrahasia  ljabatan  ldan  lhanya  ldapat  lmengemukakan  lrahasia  

ljabatan  lsesuai  ldengan  lketentuan  lperaturan  lperundang-undangan;  ldan 

h. Bersedia  lditempatkan  ldi  lseluruh  lwilayah  lNegara  lKesatuan  lRepublik  

lIndonesia. 

Didalam  lundang-undang  lAparatur  lSipil  lNegara  ldisingkat  ldengan  lASN  

lsudah  ljelas  lbahwa  lPNS  lbaik  lpusat  lmaupun  ldidaerah  lharus  lnetral,  lkarena  lPNS  

lsebagai  labdi  ldan  lmelayani  lmasyarakat  ltidak  lboleh  lterlibat  lbaik  llangsung  

lmaupun  ltidak  llangsung  lyang  lberkaitan  ldengan  lpolitim  lpraktis  latau  ltidak  lnetral  

ldalam  lpilkada,  lkarena  lakan  lberdampak  ltidak  lnetralnya  lsebagai  lPNS.  lDulu  

lkalau  lPNS  lterlibat  ldalam  lpilkada  lhanya  lditegur  lsaja  ltidak  ldikenakan  lsanksi,  

ltapi  lsekarang  ldiberikan  lsanksi  lsecara  ltegas  lterhadap  lPNS  ldaerah  lyang  lterlibat  

ldalam  lPilkada,  lPNS  ldaerah  ldituntut  luntuk  lnetral.  lDidalam  lpasal  l2  lUndang-

undang  lnomor  l5  ltahun  l2014  ltentang  lASN  lmenentukan  lbahwa  

lPenyelenggaraan  lkebijakan  ldan  lManajemen  lASN  lberdasarkan  lpada  lsalah  lasas  

lyaitu  lasas  lnetralitas. 

Bahwa  lterhadap  lhal  ltersebut  lmaka  lBawasluh/Panwasluh  lyang  

lmempunyai  lperanan  lpenting  luntuk  lmenindak  lPNS  ldaerah  ljika  ltidak  lmentaati  

lketentuan  ldan  lmelakukan  lpelanggaran  ltersebut  lnamun  ldemikian  lperan  lserta  

lmasyarakat  ladalah  lyang  lpaling  lpenting  lapabila  lada  lwarga/masyarakat  lawam  

lyang  lmelihat  latau  lmenemukan  lPNS  ldaerah  lyang  lmendukung  lsalah  lsatu  lcalon,  
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likut  lterlibat  ldalam  lkampanye  lseorang  lcalon,  likut  lterlibat  ldalam  lkampanye  

lsecara  lnyata  lmenggunakan  laset  lpemerintah  lmaupun  lmemfasilitasi  lpengerahan  

lmasa  lmaka  lPNS  ldaerah  ldapat  ldilaporkan  lkepada  lBawasluh/Panwaslu.5 

Dari  lpembahasan  ltersebut  ldiatas  lkarena  lpentingnya  lperan  lPNS  ldaerah  

lsebagai  laparatur  ldaerah  lharus  lbetul-betul  lnetral,  ltidak  lterlibat  ldalam  lpolitik  

lpraktis  ldan  lmengutamakan  lprofesionalitas.  lSurat  lEdaran  lMenpan  lRB  ltersebut  

lmerupakan  llangka  lsebagai  lbentuk  lkeseriusan  lpemerintah  ldalam  lmengawasi  

lPNS  ldaerah  lyang  ltidak  lnetral  lsehingga  lterciptanya  lasas  lpemilu  lyaitu  llangsung,  

lumum,  lbebas,  lrahasia,  ljujur  ldan  ladil.  l

6 

Upaya  ldalam  lmenjaga  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  ldari  lpengaruh  

lpartai  lpolitik  ldan  luntuk  lmenjamin  lkeutuhan,  lkekompakan,  ldan  lpersatuan  lPNS  

ldaerah,  lserta  ldapat  lmemusatkan  lsegala  lperhatian,  lpikiran,  ldan  ltenaga  lpada  

ltugas  lyang  ldibebankan,  lsehingga  ldibutuhkan  lsuatu  lNetralitas  ldalam  lPegawai  

lNegeri  lSipil  ltersebut,  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  l  ldilarang  lmenjadi  langgota  

ldan/atau  lpengurus  lpartai  lpolitik.  lPerlu  ldiketahui  lbahwa  lsetiap  lorang  lmemiliki  

lsuatu  lhak  lasasi  ldalam  lkehidupannya,  ltermasuk  lberpolitik  ldengan  lmengikuti  

lpartai  lpolitik,  lsesuai  ldengan  lUUD1945  lpasal  l28  lyang  lmenyatakan  

l“Kemerdekaan  lberserikat  ldan  lberkumpul,  lmengeluarkan  lpikiran  ldengan  llisan  

ldan  ltulisan  ldan  lsebagainya  lditetapkan  loleh  lUndang-undang”.  lSecara  lsekilas  

llarangan  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldalam  lUndang-Undang  l  lAparatur  lSipil  lNegara  

lmengikuti  lpartai  lpolitik  litu  lbertentangan  ldengan  lUUD  l1945,  ltetapi  lperlu  

ldiketahui  ljuga  lbahwa  lhubungan  lhukum  lantara  lnegara  ldengan  lPegawai  lNegeri  

lSipil  ltelah  lditegaskan  lketentuang  ltentang  lpembatasan  lperilaku  lpegawai  lyang  

lbekerja  ldalam  linstansi  lnegeri. 

Aparatur  lSipil  lNegara  lmemiliki  lsuatu  lhubungan  lhukum,  ldimana  

lmenurut  lpara  lsarjana,1  lPhilipus  lM.  lHadjon  lHubungan  lhukum  lantara  lnegara  

 
5

  lIbid 
6

  lIbid 
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ldengan  lpegawainya  ldisebut  ldengan  lhubungan  lOpenbare  lDienstbeterking  l  

l(hubungan  ldinas  lpublik).7  lInti  ldari  lhubungan  ldinas  lpublik  ladalah  lkewajiban  

lbagi  lpegawai  lyang  lbersangkutan  luntuk  ltunduk  lpada  lpengangkatan  ldalam  

lbeberapa  lmacam  ljabatan  ltertentu  lyang  lmengakibatkan  lpegawai  lyang  

lbersangkutan  ltidak  lmenolak  l(menerima  ltanpa  lsyarat)  lpengangkatannya  ldalam  

lsatu  ljabatan  lyang  ltelah  lditentukan  loleh  lpemerintah.  lPemerintah  lsebaliknya  

lberhak  lmengangkat  lseseorang  lpegawai  ldalam  ljabatan  ltertentu  ltanpa  ladanya  

lpenyesuaian  lkehendak  ldari  lyang  lbersangkutan.8 

  lHubungan  ldinas  lpublik  ldalam  lpenerapannya,  lhubungan  lini  lberkaitan  

ldengan  lsegi  lpengangkatan  lbirokrasi  lpemerintah  lyang  ldikenal  ldengan  lteori  

lContract  lSui  lGeneris.  lTeori  lyang  ldikemukakan  loleh  lBuys  lini  lmenyatakan  

lbahwa  lContract  lSui  lGeneris  lmensyaratkan  lbirokrat  lpemerintah  lharus  lsetia  ldan  

ltaat  lselama  lberstatus  lsebagai  lpegawai  lnegeri  lsipil  ldi  ldaerah,  lmeskipun  ldia  

lsetiap  lsaat  ldapat  lmengundurkan  ldiri.  lDari  lpendapat  lBuys  lini,  ldapat  

ldisimpulkan  lbahwa  lselama  lmenjadi  lpegawai  lnegeri  lsipil  ldaerah,  lmereka  ltidak  

ldalam  lmelaksanakan  lhak-hak  lasasinya  lsecara  lpenuh.9  lBerdasarkan  lhal  ltersebut  

ldan  ldikaitakan  ldalam  lkonteks  lnetralitas,  lbahwa  llarangan  lPNS  ldalam  lberpolitik  

l(mengikuti  lpartai  lpolitik)  litu  lbukanlah  lsuatu  lpelanggaran  lhak  lasasi  lmanusia,  

ltetapi  lkonsekuensi  ldari  ladanya  lhubungan  ldinas  lpublik  ldan  lteori  lContract  lSui  

lGeneris. 

Pengaturan  lmengenai  lNetralitas  ldalam  lUndang-Undang  lAparatur  lSipil  

lNegara,  ldimulai  ldari  lketentuan  lumum  lmengenai  lpengelolaan  lPegawai  lNegeri  

lSipil  ldaerah  ldalam  lManajemen  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  l  lPasal  l1  lpoint  l5  

ldapat  ldisimpulkan  lbahwa  ladanya  lpengelolaan  lPegawai Negeri Sipil  ldaerah  

ldiperuntukan  luntuk  lmengasilkan  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lyang  lbebas  ldari  

 
7Phipus  lM.  lHadjon  l(et.al),  lPenghantar  lHukum  lAdministrasi  lIndonesia,  lYogyakarta  l  l:  lGadjah  

lMada  lUniversity  lPress,  l2005,  lhlm  l214 
8S.F  lMarbun  ldan  lMahfud  lM.  lD.,  lPokok-Pokok  lHukum  lAdministrasi  lNegara,  lYogyakarta  l:  

lLiberty,  l1987,  lhlm  l98-99 
9

  lIbid,  lhlm.  l99-100 
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lIntervensi  lPolitik.  lDalam  lpenyelenggaraan  lkebijakan  ldan  lmanajemen  lPegawai  

lNegeri  lSipil  ldaerah,  lberdasarkan  lpasal  l2  lsalah  lsatunya  lmemiliki  lsuatu  lasas  

l“Netralitas”  lyang  lmemiliki  lmaksud  lbahwa  lsetiap  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  

ltidak  lberpihak  ldari  lsegala  lbentuk  lpengaruh  lmanapun  ldan  ltidak  lmemihak  

lkepentingan  lsiapapun.  lPasal  lini  lmensyaratkan  lbahwa  lpegawai  lnegeri  lsipil  

ldaerah  lharus  ltetap  lloyal  lhanya  lpada  lsatu  lpihak  lyaitu  lPemerintah  lhal  linilah  

lyang  ldisebut  ldengan  lkonsep  lmonoloyalitas  ldalam  lPNS  ldaerah,  lsehingga  lPNS  

ldaerah  ltidak  lboleh  lloyal  lterhadap  lsuatu  lorganisasi  lpolitik  lselain  

lpemerintah.10Apabila  l  lbirokrasi  ldalam  lhal  lini  ladalah  lPegawai  lNegeri  lSipil  

ldaerah  lmemihak  lkepada  lsalah  lsatu  lkekuatan  lpolitik  l  lyang  lsedang  lmemerintah,  

lsementara  litu  ldiharapkan  lbirokrasi  lpemerintah  litu  lmemberikan  lpelayanan  

lkepada  lrakyat  lsecara  ladil  ldan  lmerata  lsebagaimana  ltugas  ldan  lfungsi  lnegara  ldan  

lpemerintahan  lpada  lumumnya,11
  lmaka  lsikap  lpelayanan  ltersebut  ljelas  ltidak  

lterpuji.  lSelain  ltidak  lterpuji  lpelayanan  litu  lmencerminkan  l  l  lsikap  ldemokrasi  ldan  

lcenderung  lmemberikan  lpeluang  l  lbagi  lsuburnya  lpraktik  lkorupsi,  lkolusi  ldan  

lnepotisme.12 

Pengaturan  lyang  llebih  ltegas  llagi  lterhadap  lnetralitas  lterdapat  lpada  

lUndang-undang  lNo.  l20  lTahun  l2023  ltentang  lAparatur  lSipil  lNegara  l  lyang  

lmenyatakan  lbahwa  l“Pegawai  lNegeri  lSipil  lDaerah  lharus  lbebas  ldari  lpengaruh  

ldan  lintervensi  lsemua  lgolongan  ldan  lpartai  lpolitik”.  lMakna  ldari  lketentuan  

ltersebut,  lbermakna  limperative  lyang  lterlihat  ldari  lkata  l“harus”  lartinya  lPegawai  

lNegeri  lSipil  lDaerah  lmau  ltidak  lmau,  lsuka  ltidak  lsuka  lharus  lnetral  lagar  ltidak  

lterpengaruh  ldari  lintervensi  lsuatu  lgolongan  ldan  lpartai  lpolitik  ldengan  lcara  ltidak  

lberpolitik  lsecara  lpraktis.  l 

 

 

 
10

  lhttp://www.hukumpedia.com/sifauzi174/netralitas-pns-itu-harus 
11

  lMiftah,  lManajemen  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldi  lIndonesia,  lprenada  lMedia  lGrouo,  ljakarta,  

l2016,  lhlm.  l11 
12

  lIbid 

http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/netralitas-pns-itu-harus
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Gambar.  l1  l:  lKASN  lTerima  l417  lLaporan  lDugaan  lPelanggaran  lNetralisasi 

Aparatur  lSipil  lNegara  lSepanjang  lPemilu  l2024 

 
Sumber  lgambar : https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-

netralitas-asn-  lsepanjang-pemilu-2024 

 

  Berdasarkan  lGambar  ldiatas  lbahwa  lKomisioner  lKomisi  lAparatur  lSipil  

lNegara  l(KASN),  lPengawasan  lBidang  lPenerapan  lNilai  lDasar,  lKode  lEtik,  ldan  

lKode  lPerilaku  lAparatur  lSipil  lNegara  ldan  lNetralitas  lAparatur  lSipil  lNegara,  

https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-
https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-
https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024
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lArie  lBudhiman,  lmenyebut  lselama  lPemilu  l2024,  lKASN  ltelah  lmenerima  l417  

llaporan  ldugaan  lpelanggaran  lnetralitas  lAparatur  lSipil  lNegara.  lBerdasarkan  

llaporan  ltersebut,  l197  lASN  ldi  lantaranya  lterbukti  lmelanggar  ldan  lmendapatkan  

lrekomendasi  lKASN  lagar  ldijatuhi  lsanksi  loleh  lpejabat  lpembina  lkepegawaian  

l(PPK)  lmasing-masing  linstansi.  lAdapun  ljenis  lpelanggaran  lnetralitas  lAparatur  

lSipil  lNegara  ldidominasi  loleh  lkeberpihakan  lAparatur  lSipil  lNegara  ldi  lmedia  

lsosial,  lyakni  lsejumlah  l40  lpersen.  l“Angka  lpelanggaran  lnetralitas  lAparatur  

lSipil  lNegara  lkemungkinan  lbesar  ljauh  llebih  lbanyak,  lnamun  ltidak  lterpantau  

loleh  llembaga  lpengawas  lmaupun  lSatuan  lTugas  lNetralitas  lAparatur  lSipil  

lNegara”,  lkata  lArie  ldalam  lrapat  lkoordinasi  lSatuan  lTugas  lNetralitas  lAparatur  

lSipil  lNegara  lguna  lmembahas  ltindak  llanjut  lrekomendasi  lKASN  ldan  

lpencegahan  lpelanggaran  lnetralitas  lASN  lpada  lPilkada  lTahun  l2024  lbersama  

lKementerian  lPendayagunaan  lAparatur  ldan  lReformasi  lBirokrasi  

l(Kementerian  lPANRB),  lKementerian  lDalam  lNegeri  l(Kemendagri),  lBadan  

lPengawas  lPemilihan  lUmum  l(Bawaslu),  ldan  lBadan  lKepegawaian  lNegara  

l(BKN).13 

Pengaturan  lnetralitas  ldalam  lUndang-Undang  lAparatur  lSipil  lNegara  

ltidak  lhanya  lmengatur  lmengenai  lkenetralan  ldari  lPegawai  lNegeri  lSipilnya  lsaja,  

ltetapi  lUndang-Undang  lini  ljuga  lmengatur  lkenetralitasan  ldari  lsuatu  llembaga  

lnon-struktural  lyang  ldisebut  ldengan  lKomisi  lAparatur  lSipil  lNegara  l(yang  

lselanjutnya  ldisebut  ldengan  lKASN).  lBerdasarkan  lUndang-Undang  lAparatur  

lSipil  lNegara,  lKASN  lmerupakan  llembaga  lnon-struktural  lyang  lmandiri  ldan  

lbebas  ldari  lintervensi  lpolitik  lyang  lbertujuan  luntuk  lmewujudkan  lPegawai  

lNegeri  lSipil  ldaerah  lyang  lnetral  ldan  lbertugas  lmenjaga  lnetralita  lPegawai  lNegeri  

lSipil  l  ldaerah. 

Mendukung  l  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  luntuk  lberpolitik  lbukan  luntuk  

lpengawasan  lpemilu  lnanti,  lbukan  lpula  luntuk  lmenjaga  lPNS  ldaerah  ldari  

lancaman  lpihak  lmanapun,  ltetapi  lUndang-Undang  lini  lmengatur  lnetralitas  
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lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lsebagai  lSosial  lControl,  luntuk  lmengontrol  

ltindakan  ldan  latau  lperilaku  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lyang  lakan  lmenodai  

lprofesionalitasannya  ldia  lkarena  lpolitik  lpraktis. Bagaimana  lkedudukan  lhukum  

lPegawai  lNegeri  lSipil  l  lberdasarkan  l  lasas  lnetralisasi?  lBagaimana  lsanksi  lyang  

ldijatuhkan  l  lbagi  lPegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lmelanggar  lnetralisasi  lagar  lbisa  

lmewujudkan  lprofesionalitas  lPegawai  lNegeri  lSipil? 

 

METODE 

  Artikel ini menggunakan  jenis penelitian yuridis normative. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Intrumen 

penelitian adalah peneliti yang bersumber dari data sekunder. Desain penelitian adalah 

penelitian kualitatif, data berasal dari teks literatur, berita online atau data visual. 

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

1. Kedudukan  lhukum  lPegawai  lNegeri  lSipil  l  lberdasarkan  l  lasas  lnetralisasi. 

Sejak  ltanggal  l17  lAgustus  l1945,  lkedudukan  ldan  lperanan  

lpegawai  lRepublik  lIndonesia,  lkhusunya  lPNS  ldaerah  ladalah  lsangat  lpenting  

ldan  lmenentukan  ldalam  lsetiap  lkegiatan  lpemerintahan.  lDalam  lhal  lini,  

lPegawai  lNegeri  lSipil  lsebgai  labdi  lnegara,  labdi  lmasyarakat,  lpelaksana  

lpemerintahan  ldituntut  luntuk  lmenyelenggarakan  lpembangunan  ldalam  

lmencapai  ltujuan  lnasional.14 

Berdasarkan  lUndang-Undang  l  lAparatur  lSipil  lNrgara  lbahwa  l  l  

lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lberperan  lsebagai  lperencana,  lpelaksana,  ldan  

lpengawas  lpenyelenggaraan  ltugas  lumum  lpemerintahan  ldan  lpembangunan  

lnasional  lmelalui  lpelaksanaan  lkebijakan  ldan  lpelayanan  lpublik  lyang  

lprofesional,  lbebas  ldari  lintervensi  lpolitik,  lserta  lbersih  ldari  lpraktik  lkorupsi,  

lkolusi,  ldan  lnepotisme.  lPeranan  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lyang  lbegitu  

lbesar,  lharus  lmendapat  lpembinaan  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah,  lbaik  lpada  

lmasa  ldemokrasi  lliberal  lmaupun  ldemokrasi  lterpimpin,  lkurang  lmenjadi  

lperhatian.  lKeadaan  lini  ldisebabkan  loleh  ladanya  lpermainan  lpolitik  lyang  

 
14

  lSri,  lHukum  lKepegawaian  ldi  lIndonesi,  lSinar  lGrafika,  lSinar  lGrafika,  lJakarta,  l2014,  lhlm.  l66 
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ltidak  lwajar  ldari  lpartai/golongan  ltertentu  lsehingga  lmenimbulkan  

lkekacauan  lyang  lberlarut  llarut  ldi  lbidang  lkepegawaian.15
  lPartai/golongan  

ltertentu  lberusaha  lmempengaruhi  ldan  lmenarik  lPNS  ldaerah  luntuk  lmenjadi  

langgota,  lkarena  lPND  ldaerah  litu  lpada  lumumnya  lmempunyai  ljabatan  latau  

lkecakapan  lyang  lberpengaruh  ldi  ldalam  l  lmasyarakat  lluas.16 

Kedudukan  lhukum  lpegawai  lnegeri  lsipil  lsangat  ljelas  ldalam  

lUndang-Undang  lNomor  l20  ltahun  l2023  ltentang  lASN.  lDisebutkan  ldalam  

lketentuan  lpasal  lbahwa  l“Pegawai  lASN/PNS  lberkedudukan  lsebagai  lunsur  

laparatur  lnegara,  lyang  lmelaksanakan  lkebijakan  lyang  lditetapkan  loleh  

lpimpinan  lInstansi  lPemerintah,  lharus  lbebas  ldari  lpengaruh  ldan  lintervensi  

lsemua  lgolongan  ldan  lpartai  lpolitik.” 

Dalam  lkedudukan  ldan  ltugas  lsebagaimana  ldimaksud  ldi  latas,  

lmaka  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lharus  lnetral  ldari  lpengaruh  lsemua  

lgolongan  ldan  lpartai  lpolitik  lserta  ltidak  ldiskriminatif  ldalam  lmemberikan  

lpelayanan  lkepada  lmasyarakat.17 

2. Sanksi  lyang  ldijatuhkan  l  lbagi  lPegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lmelanggar  

lnetralisasi  lagar  lbisa  lmewujudkan  lprofesionalitas  lPegawai  lNegeri  lSipil  l 

Sejak  lproses  lpenyelenggaraan  lPemilu  ldan  lPemilihan  lserentak  l2024  

ldimulai  lpada  ltahun  l2023,  lpelanggaran  lnetralitas  lberupa  ldisiplin  ldan  lkode  letik  

lmenjadi  ltemuan  lpelanggaran  lnetralitas  lASN  lyang  ldilaporkan  lhingga  l31  

lJanuari  l2024,  lyakni  lsebanyak  l47  llaporan  lpelanggaran,  lterdiri  ldari  l42  

llaporan  lpelanggaran  ldisiplin  ldan  l5  l(lima)  llaporan  lpelanggaran  lkode  letik.  

lData  lini  lmasih  lberpotensi  lakan  lterus  lbergerak  lselama  lproses  lPemilu  ldan  

lPemilihan  ltahun  lini  lberlangsung.18 

 
15

  lIbid,  lhlm.67 
16

Ibid,  lhlm.  l67 
17http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-

negeri-sipil/0/,  ldiakses  ltanggal  l30  lOktober  l2017 
18

  lIbid. 

http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/
http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/


Jurnal Tripantang 
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang 

 

 

119 

 

ISSN   : 2460-5646 

E-ISSN : 2775-5983 

Menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah : Kunci Landasan Profesionalitas 

Jenis  lpelanggaran  lnetralitas  lberupa  ldisiplin  lyang  ldilaporkan  

lmeliputi  laksi  lpemberian  ldukungan  lkepada  lpasangan  lcalon  l(Paslon)  

ltertentu,  lmenjadi  langgota  ldan/atau  lpengurus  lpartai  lpolitik,  lmengadakan  

lkegiatan  lyang  lmengarah  lpada  lkeberpihakan,  lsampai  ldengan  likut  lsebagai  

lpeserta  lkampanye  lpaslon.  lSementara  ljenis  lpelanggaran  lnetralitas  lberupa  

lkode  letik  lseperti  lmembuat  lpostingan  ldukungan  lkepada  lpaslon,  

llikes/comment/share  lpaslon  ltertentu,  lmemasang  lspanduk,  lsampai  ldengan  

lmenghadiri  ldeklarasi  lpaslon  ltertentu. 

Adapun  lsanksi  lnetralitas  lberupa  lpelanggaran  ldisiplin  ltersebut  

lberkonsekuensi  lterhadap  lhukuman  ldisiplin  lsedang,  lberupa  lpemotongan  

lTunjangan  lKinerja  l(Tukin)  lsebesar  l25%  lselama  l6  lbulan/9  lbulan/12  lbulan;  

ldan  lhukuman  ldisiplin  lberat  lberupa  lpenurunan  ljabatan  lsetingkat  llebih  

lrendah  lselama  l12  lbulan,  lpembebasan  ljabatan  lselama  l12  lbulan,  

lpemberhentian  ldengan  lhormat  ltidak  latas  lpermintaan  lsendiri  lsebagai  

lPegawai  lNegeri  lSipil,  lsampai  lpemberhentian  ltidak  ldengan  lhormat  l(PTDH)  

lsesuai  ldengan  lPeraturan  lPemerintah  lNomor  l94  lTahun  l2021  ltentang  lDisiplin  

lPegawai  lNegeri  lSipil  ldan  lPeraturan  lPemerintah  l49  lTahun  l2018  ltentang  

lManajemen  lPPPK. 

Surat  lEdaran  lMenpan-RB  ltersebut  lmemuat  lagar  lPNS  ldaerah  

lmemperhatikan  lhal-hal  lsebagai  lberikut:  l 

1. Pasal  l52  lUndang-Undang  lNomor  l20  lTahun  l2023  ltentang  lAparatur  lSipil  

lNegara  lmenyebutkan  lbahwa  lPNS  ldiberhentikan  ldengan  ltidak  lhormat  

lkarena  lmenjadi  langgota  ldan/atau  lpengurus  lpartai  lpolitik; 

2. Berdasarkan  lPasal  l5  lhuruf  ln  lPeraturan  lPemerintah  lNomor  l94  lTahun  

l2021  ltentang  ldisiplin  lPegawai  lNegeri  lSipil  l: 

Memberikan  ldukungan  lkepada  lcalon  lPresiden/Wakil  lPresiden,  lcalon  

lKepala  lDaerah/Wakil  lKepala  lDaerah,  lcalon  langgota  lDewan  

lPerwakilan  lRakyat,  lcalon  langgota  lDewan  lPerwakilan  lDaerah,  latau  

lcalon  langgota  lDewan  lPerwakilan  lRalryat  lDaerah  ldengan  lcara: 
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1. ikut  lkampanye;  l 

2. menjadi  lpeserta  lkampanye  ldengan  lmenggunakan  latribut  lpartai  latau  

latribut  lPegawai  lNegeri  lSipil;  l 

3. sebagai  lpeserta  lkampanye  ldengan  lmengerahkan  lPegawai  lNegeri  

lSipil  llain;  l 

4. sebagai  lpeserta  lkampanye  ldengan  lmenggunakan  lfasilitas  lnegara;  l 

5. membuat  lkeputusan  ldan/atau  ltindakan  lyang  lmenguntungkan  latau  

lmerugikan  lsalah  lsatu  lpasangan  lcalon  lsebelum,  lselama,  ldan  

lsesudah  lmasa  lkampanye;  l 

6. mengadakan  lkegiatan  lyang  lmengarah  lkepada  lkeberpihakan  

lterhadap  lpasangan  lcalon  lyang  lmenjadi  lpeserta  lpemilu  lsebelum,  

lselama,  ldan  lsesudah  lmasa  lkampanye  lmeliputi  lpertemuan,  lajakan,  

lhimbauan,  lseruan,  latau  lpemberian  lbarang  lkepada  lPegawai  lNegeri  

lSipil  ldalam  llingkungan  lunit  lkerjanya,  langgota  lkeluarga,  ldan  

lmasyarakat;  ldan/atau  l 

7. memberikan  lsurat  ldukungan  ldisertai  lfotokopi  lKartu  lTanda  

lPenduduk  latau  lSurat  lKeterangan  lTanda  lPenduduk. 

Berdasarkan  lPasal  l8  lAyat  l(1)  lPeraturan  lPemerintah  lNomor  l94  

lTahun  l2021  ltentang  ldisiplin  lPegawai  lNegeri  lSipil,  lbahwa  ltingkat  ldan  

lJenis  lHukuman  lDisiplin. 

1) Tingkat  lhukuman  ldisiplin  lterdiri  latas:  l 

a.  lHukuman  lDisiplin  lringan;  l 

b.  lHukuman  lDisiplin  lsedang;  latau  l 

c.  lHukuman  lDisiplin  lberat. 

2) Jenis  lHukuman  lDisiplin  lringan  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  

l(1)  lhuruf  la  lterdiri  latas:  l 

a.  lteguran  llisan;  l 

b.  lteguran  ltertulis;  latau  l 

c.  lpernyataan  ltidak  lpuas  lsecara  ltertulis.  l 
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3) Jenis  lHukuman  lDisiplin  lsedang  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  

l(1)  lhuruf  lb  lterdiri  latas:  l 

a. pemotongan  ltunjangan  lkinerja  lsebesar  l25%  l(dua  lpuluh  llima  

lpersen)  lselama  l6  l(enam)  lbulan;  l 

b. pemotongan  ltunjangan  lkinerja  lsebesar  l25%  l(dua  lpuluh  llima  

lpersen)  lselama  l9  l(sembilan)  lbulan;  latau  l 

c. pemotongan  ltunjangan  lkinerja  lsebesar  l25%  l(dua  lpuluh  llima  

lpersen)  lselama  l12  l(dua  lbelas)  lbulan.  l 

4) Jenis  lHukuman  lDisiplin  lberat  lsebagaimana  ldimaksud  lpada  layat  l(1)  

lhuruf  lc  lterdiri  latas: 

a. penurunan  ljabatan  lsetingkat  llebih  lrendah  lselama  l12  l(dua  lbelas)  

lbulan;  l 

b. pembebasan  ldari  ljabatannya  lmenjadi  ljabatan  lpelaksana  lselama  

l12  l(dua  lbelas)  lbulan;  ldan  l 

c. pemberhentian  ldengan  lhormat  ltidak  latas  lpermintaan  lsendiri  

lsebagai  lPNS. 

Berdasarkan  lhal  ltersebut  ldiatas  ldi  linstruksikan  lkepada  lseluruh  

lAparatur  lSipil  lNegara  lawam,  lbaik  lyang  lmenjadi  lcalon  latau  lpun  ltidak  

lmenjadi  lcalon  lKepala  lDaerah  lagar  l: 

1. Menjaga  lnetralitas  ldalam  lpemilihan  lGubernur  ldan  lWakil  

lGubernur,  lBupati  ldan  lWakil  lBupati,  lserta  lWalikota  ldan  lWakil  

lWalikota. 

2. Tidak  lmenggunakan  laset  lPemerintah  ldalam  lkampanye  lGubernur  

ldan  lWakil  lGubernur,  lBupati  ldan  lWakil  lBupati,  lserta  lWalikota  ldan  

lWakil  lWalikota,  lseperti  lruang  lrapat/  laula,  lkendaraan  ldinas  ldan  

lperlengkapan  lkantor  llainnya. 

3. Bagi  lPegawai  lAparatur  lSipil  lNegara  lyang  ltidak  lmentaati  lketentuan  

ldan  lmelakukan  lpelanggaran  lterhadap  llarangan  ldijatuhi  lhukuman  

ldisiplin  lsedang  lsampai  ldengan  lberat  lsesuai  l 
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4. peraturan  lperundang-undangan. 

Sementara  lsanksi  lnetralitas  lberupa  lpelanggaran  lkode  letik  

lberkonsekuensi  lsanksi  lmoral  lpernyataan  lsecara  lterbuka  ldan  lsanksi  lmoral  

lpernyataan  lsecara  ltertutup  lsesuai  lPeraturan  lPemerintah  l42  lTahun  l2004  

ltentang  lPembinaan  lJiwa  lKorps  ldan  lKode  lEtik  lPNS. 

Berdasarkan  lPasal  l15  layat  l(1)  lPeraturan  lPemerintah  l42  lTahun  

l2004  ltentang  lPembinaan  lJiwa  lKorps  ldan  lKode  lEtik  lPNS,  lbahwa  

lPegawai  lNegeri  lSipil  lyang  lmelakukan  lpelanggaran  lKode  lEtik  ldikenakan  

lsanksi  lmoral;  l(2)  lSanksi  lmoral  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  layat  l(1)  

ldibuat  lsecara  ltertulis  ldan  ldinyatakan  loleh  lPejabat  lPembina  

lKepegawaian;  l(3)  lSanksi  lmoral  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  layat  l(1)  

lberupa  l:  la.  lpernyataan  lsecara  ltertutup;  latau  lb.  lpernyataan  lsecara  lterbuka.  

l(4)  lDalam  lpemberian  lsanksi  lmoral  lsebagaimana  ldimaksud  ldalam  layat  

l(3)  lharus  ldisebutkan  ljenis  lpelanggaran  lkode  letik  lyang  ldilakukan  loleh  

lPegawai  lNegeri  lSipil. 

Dugaan  ladanya  lpelanggaran  lnetralitas  lASN  lsendiri  lberasal  ldari  

llaporan  lmasyarakat  lyang  ldisampaikan  lmelalui  lkanal  linformasi  ldan  

lpengaduan  lPemerintah,  lseperti  lmedia  lsosial  ldan  lLAPOR.  lSetiap  llaporan  

ldugaan  lpelanggaran  ltersebut  lkemudian  ldiproses  loleh  

lKementerian/Lembaga  lyang  lmasuk  ldalam  lsatuan  ltugas  latau  lSatgas  

lNetralitas  lASN,  lyakni  lBadan  lKepegawaian  lNegara  l(BKN);  lKementerian  

lPANRB;  lKementerian  lDalam  lNegeri;  lBawaslu;  ldan  lKASN.19 

Peran  lmasing-masing  lkelima  linstansi  lpemerintah  lyang  ltergabung  

ldalam  lSatgas  lNetralitas  lini  ldiatur  ldalam  lSurat  lKeputusan  lBersama  latau  

lSKB  lNomor  l2  lTahun  l2022  ltentang  lPedoman  lPembinaan  ldan  

lPengawasan  lNetralitas  lPegawai  lASN  ldalam  lPenyelenggaraan  lPemilu  

 
19

  l[SIARAN  lPERS]  lNomor:  l001/RILIS/BKN/II/2024  lJakarta,  l02  lFebruari  l2024  lJenis  

lPelanggaran  ldan  lSanksi  lNetralitas  lASN  lSelama  lPemilu  l2024. 
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ldan  lPemilihan  lyang  ltelah  lditetapkan  lpada  lSeptember  l2022  llalu.  lLaporan  

ldugaan  lpelanggaran  lyang  lmasuk  ldiproses  loleh  lSatgas  lNetralitas  lmelalui  

lSistem  lBerbagi  lTerintegrasi  l(SBT),  lmulai  ldari  lproses  lpengecekan,  

lverifikasi  l-  lvalidasi,  lrekomendasi  lpenjatuhan  ldisiplin,  lsampai  ldengan  

lpemantauan  lpenegakan  ldisiplin  loleh  lPPK  linstansi.20 

Laporan  ldugaan  lpelanggaran  lnetralitas  lASN  lyang  ldiproses  loleh  

lSatgas  lNetralitas  lsesuai  lSKB  l5  lK/L  lini  llebih  llanjut  lakan  ldibahas  ldalam  

lForum  lPembahasan  lNetralitas  lASN  lskala  lnasional  lpada  ltanggal  l06  

lJanuari  l2024  ldi  lThe  lStones  lHotel  lLegian  lBali.  lPimpinan  lSatgas  

lNetralitas  lyang  ltergabung  ldalam  lSKB  l5  lK/L,  lyakni  lPlt.  lKepala  lBKN,  

lMenteri  lPANRB,  lMenteri  lDalam  lNegeri,  lKetua  lKASN,  ldan  lBawaslu  lakan  

lmemimpin  lforum  lpembahasan  lyang  lmelibatkan  lseluruh  lInstansi  

lPemerintah  lPusat  ldan  lDaerah.21 

Apabila  lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lyang  ltidak  lmentaati  

lketentuan  ldan  lmelakukan  lpelanggaran  lterhadap  llarangan  ldijatuhi  

lhukuman  ldisiplin  lsedang  lsampai  ldengan  lberat  lsesuai  lperaturan  

lperundang-undangan  ladalah  lpertama  lkali  ldiberlakukan  lkarena  lbaik  

lpemilihan  lumum,  lpilpres  ldan  lpilkada  lsebelumnya  lhanyalah  lberbentuk  

lteguran  llisan.22 

Yuddy  lChrisnandy  l(menpan  lRB)  lbicara,  lbahwa  lbagi  labdi  lnegara  

lPNS  lyang  lmelanggar  ltidak  lada  lperingatan  ltapi  llangsung  lpenundaan  

lpromosi,  ltunda  lkenaikan  lgaji,  lhingga  lpengurangan  lTunjangan  lKinerja  

lDaerah  l(TKD).23 

“Sanksi  lberat  ldengan  lpemberhentian  ldengan  lhormat  latau  ldengan  

ltidak  lhormat  latau  ltidak  lhormat.”  lTegasnya,  l“kalau  ldiberhentikan  ltidak  

 
20

  lIbid. 
21

  lIbid. 
22https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-

dalam_19.html,  ldiakses  ltanggal  l30  lOktober  l2017 
23

  lIbid. 

https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html
https://www.awambicara.id/2017/02/netralitas-pegawai-negeri-sipil-dalam_19.html
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lhormat,  lmaka  lbisa  lsaja  ldia  lnanti  ltidak  lmendapatkan  lpensiun  ldan  

lmenghilangkan  lhak-hak  lkepegawaiannya,  lYuddy  ljuga  lmengklain  lakan  

lmerespon  lseluruh  llaporan  ldari  lBawasluh  latau  lPanwas  ldaerah  ltentang  

lketerlibatan  lPNS.”24 

Sanksi  lakan  ldiberikan  ltidak  lhanya  lpada  loknum  lPNS  lyang  likut  lberkampanye,  

lmendukung  lsalah  lsatu  lcalon  lapalagi  lsampai  lmenggunakan  lseragam  lPNS  lmenghadiri  

lkampanye  lseorang  lcalon. 

 

KESIMPULAN 

1. Kedudukan  lhukum  lpegawai  lnegeri  lsipil  ldaerah  lmenurut  l  lUndang-Undang  

lNomor  l20  ltahun  l2023  ltentang  lAaparatur  lSipil  lNegara  l  lagar  lbisa  lmewujudkan  

lazas  lnetralitas.  lKedudukan  lhukum  lpegawai  lnegeri  lsipil  lsangat  ljelas  lUndang-

Undang  lNomor  l20  ltahun  l2023  ltentang  lAaparatur  lSipil  lNegara  lbahwa  

l“Pegawai  lASN/PNS  lberkedudukan  lsebagai  lunsur  laparatur  lnegara,  lyang  

lmelaksanakan  lkebijakan  lyang  lditetapkan  loleh  lpimpinan  lInstansi  lPemerintah,  

lharus  lbebas  ldari  lpengaruh  ldan  lintervensi  lsemua  lgolongan  ldan  lpartai  lpolitik.” 

Dalam  lkedudukan  ldan  ltugas  lsebagaimana  ldimaksud  ldi  latas,  lmaka  

lPegawai  lNegeri  lSipil  ldaerah  lharus  lnetral  ldari  lpengaruh  lsemua  lgolongan  ldan  

lpartai  lpolitik  lserta  ltidak  ldiskriminatif  ldalam  lmemberikan  lpelayanan  lkepada  

lmasyarakat.25 

 

2. Sanksi  lnetralitas  lyang  ldijatuhkan  l  lbagi  lpegawai  lnegeri  lsipil  ldaerah  lyang  ltidak  

lnetral  lmeliputi  l: 

a. Sanksi  lnetralitas  lberupa  lpelanggaran  ldisiplin  ltersebut  lberkonsekuensi  

lterhadap  lhukuman  ldisiplin  lsedang,  lberupa  lpemotongan  lTunjangan  

lKinerja  l(Tukin)  lsebesar  l25%  lselama  l6  lbulan/9  lbulan/12  lbulan;  ldan  

 
24

  lIbid. 
25http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-

negeri-sipil/0/,  ldiakses  ltanggal  l30  lOktober  l2017 

 

http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/
http://www.gresnews.com/berita/tips/25109-kedudukan-hukum-pegawai-negeri-sipil/0/
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lhukuman  ldisiplin  lberat  lberupa  lpenurunan  ljabatan  lsetingkat  llebih  

lrendah  lselama  l12  lbulan,  lpembebasan  ljabatan  lselama  l12  lbulan,  

lpemberhentian  ldengan  lhormat  ltidak  latas  lpermintaan  lsendiri  lsebagai  

lPNS,  lsampai  lpemberhentian  ltidak  ldengan  lhormat  l(PTDH)  lsesuai  ldengan  

lPeraturan  lPemerintah  lNomor  l94  lTahun  l2021  ltentang  lDisiplin  lPNS  ldan  

lPeraturan  lPemerintah  l49  lTahun  l2018  ltentang  lManajemen  lPPPK. 

b. Sanksi  lnetralitas  lberupa  lpelanggaran  lkode  letik  lberkonsekuensi  lsanksi  

lmoral  lpernyataan  lsecara  lterbuka  ldan  lsanksi  lmoral  lpernyataan  lsecara  

ltertutup  lsesuai  lPeraturan  lPemerintah  l42  lTahun  l2004  ltentang  lPembinaan  

lJiwa  lKorps  ldan  lKode  lEtik  lPNS. 
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